
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1174, 2018 KPU. Kampanye Pemilu. Perubahan. 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengaturan dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

(Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional 

Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations 

Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 

Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna 

Convention on Consular Relations Concerning Acquisition 

of Nationality, 1963), gedung perwakilan Republik 

Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang 

tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagaimana diatur 

dalam Konvensi; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 

Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna 

Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition 

of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

(Vienna Convention on Consular Relations and Optional 

Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations 

Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3211); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE 

PEMILIHAN UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

973 ), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945.  

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan 

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 

disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai 

satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD 

secara langsung oleh rakyat.  

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat 

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam 

melaksanakan Pemilu.  

8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh 

yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh 

adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum.  
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9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang 

selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang 

merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang 

oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh 

untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur. 

10. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga 

penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pemilihan Umum.  

11. KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota.  

12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum.  

13. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum.  

14. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
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